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SOP AKURASI PUBLIKASI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

2

3

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik;

Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan,;

PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun
2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Standar Informasi Publik

10 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun

2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik

1. Minimal Sarjana

2. Memahami Prosedur Maklumat
Pelayanan Informasi

3. Memiliki pengetahuan mengenai
pelayanan Informasi Publik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2. Komputer / Laptop

3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 3. Printer

4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 4. Dokumen Pendukung

5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten
pelayanan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana

Mutu Baku

No Kegiatan Admin Media Ket.
g . Petugas PPID PPID Kelengkapan Waktu Output
Sosial
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Admin Media Sosial Materi informasi [ 30 Menit Informasi Publik |Petugas PPID menyiapkan
atau penyusun kegiatan materi konten sebagai bahan
informasi menyusun berisikan publikasi informasi publik.
informasi publik informasi Informasi yang siap
kegiatan, foto dipublikasikan untuk Publik
dan kont’en dikonsultasikan ke atasan
-‘ . langsung Materi edukasi
sebagai bahan o . .
blikasi berisi data dan narasi sebagai
Pu 1 a31. bahan publikasi informasi
1nformas1 publik sesuai dengan kualitas
publik. informasi.
Perlu
Perbaikan
2 |Konten creator atau Materi informasi [ 30 Menit Informasi Publik |Prtugas PPID melakukan
penyusun informasi yang telah konsultasi materi Publik
mengirimkan bahan N § disusun menjadi kepada PPID
publikasi kepada PPID o h konten publikasi
informasi
» Perlu
ljin ACC Perbaikan
3 |Atasan melakukan Materi/konten 30 Menit Informasi Publik |Diverifikasi langsung oleh
sortir dan yang telah atasan
verifikasi materi N diverifikasi
publikasi
Setuju
Publish
4 [Publikasi Konten 30 Menit Informasi Publik |Konten dipulikasikan di
konten/materi Publikasi website dan Media Sosial

A




